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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa  atas  tersusunnya buku “MengukurKeterbukaan Badan Publik Sektor TKHL di Kalimantan Barat”.
Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, indikator utama dalammewujudkan pemerintahan yang bersih adalah transparansi, dimana negarajuga menjamin kebebasan warganya untuk mendapatkan hak atas informasi.Keberadaan UU Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur tentangketentuan hak atas informasi, kewajiban badan publik dalam memberikanlayanan informasi serta mengatur sebuah komisi independen yang membuatstandar pelaksanaan kebebasan infomasi dan menyelesaian persoalansengketa informasi jika terjadi.
Sejalan dengan semangat keterbukaan yang diimpelentasikan dalampelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat(KI Kalbar) untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi menuju tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) serta masyarakatinformasi yang partisipatif di Kalimantan Barat, maka buku ini dibuat sebagaiacuan bagi Badan Publik khususnya Sektor TKHL serta masyarakat dalamupaya mendorong efektivitas pelayanan informasi publik pada badan-badanpublik dan mengidentifikasi prinsip dasar informasi publik yang bersifatterbuka yang dirumuskan melalui surat edaran KI Kalbar.
Badan publik Sektor Tata Kelola Hutan dan Lahan (TKHL) menjadi perhatiandisebabkan karena terkesan masih menutup ruang kepada publik untukmengakses informasi serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan TKHL.Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengajuan sengketa informasi ke KomisiInformasi Provinsi Kalimantan Barat yang berada pada Sektor TKHL. Bahkanketika hasil putusan Komisi Informasi menyatakan informasi yangdisengketakan sebagai informasi yang bersifat terbuka, badan publikcenderung menahan informasi dan enggan untuk memberikan informasiyang dikuasainya tersebut.
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Sebagai tindak lanjutnya, KI Kalbar bekerjasama dengan JARI IndonesiaBorneo Barat melakukan penilaian mandiri pemeringkatan badan publiksektor TKHL, untuk mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di badanpublik sektor TKHL, serta menilai kepatuhan badan publik dalam menjalankankewajiban mengumumkan dan menyediakan informasi publik, serta melayanipermohonan informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP dan Peraturan KomisiInformasi tentang Standar Layanan Informasi Publik.
Hasil dari pemeringkatan tersebut dituangkan dalam buku ini yang secaragaris besar berisi tentang: Pedoman Pelaksanaan Putusan SengketaInformasi Publik di KI Kalbar yang merupakan standar operasional prosedur(SOP) di lingkungan KI Kalbar; Hasil Assesment Badan Publik Sektor TKHL;serta Surat Edaran (SE) KI Kalbar terhadap informasi dan dokumen BadanPublik Sektor TKHL di Kalimantan Barat.
Dengan demikian, buku ini menjadi sangat penting untuk membangunkesepahaman bersama tentang klasifikasi informasi publik yang bersifatterbuka maupun dikecualikan, agar badan publik dan masyarakat mengetahuiklasifikasi dari informasi-informasi yang dikuasai oleh badan publik sektorTKHL apakah merupakan informasi yang bersifat terbuka atau tertutup.
Penyusunan buku ini dari awal proses pelaksanaan kegiatan-kegiatannyamerupakan kerjasama antara Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Baratdan JARI Indonesia Borneo Barat yang sangat konsen terhadap keterbukaaninformasi publik di Kalimantan Barat. Untuk itu, kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada JARI IndonesiaBorneo Barat atas kerjasamanya selama ini hingga buku ini selesai disusun.
Akhir kata semoga buku ini  memberikan manfaat bagi badan-badan publikSektor TKHL dan masyarakat dalam upaya mendorong efektivitas pelayananinformasi publik dan mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar informasi publikyang bersifat terbuka, sehingga informasi-informasi tersebut tidak lagimenjadi obyek sengketa informasi kedepannya dan implementasi UUKeterbukaan Informasi Publik dapat terlaksana dengan baik
Kami sangat terbuka terhadap masukan dari semua pihak demipenyempurnaan pada masa yang akan datang.

Pontianak,   September 2017
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PENDAHULUANI
A. Latar Belakang
Setelah Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik (UU KIP) resmi berlaku, terjadi pergeseran paradigma pengelolaaninformasi publik. Dari yang semula informasi bersifat tertutup denganbeberapa bersifat terbuka, kini menjadi semua informasi bersifat terbukaselain yang dikecualikan. Konsekuensinya, pengelolaan ataupenyelenggaraan kekuasaan negara yang pada awalnya tertutup denganhak akses atas informasi yang terbatas menjadi lebih terbuka dengan hakaksesatas informasi terbuka lebar.
Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pokok dari UU KIP untukmeningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan BadanPublik untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Pengelolaan danpelayanan informasi itu sendiri menjadi penting dalam konteks menjaminhak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik,program kebijakan publik, dan program pengambilan keputusan publik, sertaalasan pengambilan keputusan publik.
Berkenaan dengan salah satu tujuan UU KIP tersebut, pemerintah provinsiKalimantan Barat serta pemerintah di 14 kabupaten/kota sebagai badanpublik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UU KIP telah membentukdan menetapkan struktur kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi (PPID) untuk melaksanakan pelayanan informasi publik yangmenjadi hak publik.
Pembentukan dan penetapan struktur PPID di lingkungan badan publikpemerintah provinsi kalimantan barat dan pemerintah kabupaten/kotatersebut dapat dimaknakan, pertama, sebagai respon positif jajaranpemerintahan sebagai badan publik untuk mematuhi UU KIP beserta regulasi-regulasi teknisnya. Terlebih mengacu kepada Undang-undang No. 25 Tahun2009 tentang Pelayanan Publik, kewajiban badan publik dalam memberikan



2

layanan informasi menjadi bagian dari pelayanan barang publik, pelayananjasa publik, dan pelayanan administratif atau pelayanan administrasi publik.Makna kedua atas pembentukan dan penetapan struktur PPID adalah bentukkesiapan pemerintahan provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untukmenjadikan diri sebagai Badan Publik yang terbuka sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP.
Berdasarkan dua makna diatas dan dengan mempertimbangkan bahwa UUKIP telah berjalan 7 (tujuh) tahun, menjadi penting untuk menilai danmengevaluasi tingkat keterbukaan informasi. Dalam hal ini sejauh mana BadanPublik memiliki kepatuhan menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagaimanaditetapkan dalam UU KIP, peraturan pemerintah, peraturan komisi informasi(Perki), dan atau Peraturan Gubernur serta Peraturan-peraturan tingkatkabupaten/kota. Bahwa penilaian dan evalusasi dilakukan terhadap PPID dilingkungan Badan Publik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota, hal ini terkait dengan pernyataan di paragraf awal bahwapenyelenggaraan kekuasaan negara pada prinsipnya harus terbuka. Terlebihdalam posisinya sebagai penyelenggara kekuasaan negara, Badan PublikPemerintah adalah pihak yang memiliki dan menguasai informasi-informasipublik yang berkaitan dengan kepentingan hajat orang banyak.
Salah satu yang menjadi perhatian KI Kalbar adalah Badan Publik SektorTKHL. Hal ini mengacu kepada banyaknya kasus sengketa informasi publikyang diterima oleh KI Kalbar yang berkaitan dengan Permohonan Informasipada sektor pengelolaan hutan dan lahan, seperti izin usaha perkebunan,pertambangan, hak guna usaha, dan dokumen-dokumen sejenisnya, dimanaberdasarkan hasil putusan KI Kalbar informasi-informasi tersebut merupakaninformasi yang bersifat terbuka.
Meskipun sudah diputuskan sebagai informasi terbuka, namun masih kerapterjadi sengketa atas permohonan informasi publik yang sama. Kondisi ininmengindikasikan kurangnya pemahaman Badan Publik terhadap mekanismepelayanan informasi publik dan atau ketidakinginan badan publik untukberbagi informasi publik yang bersifat terbuka tersebut, disebabkan karenaadanya penafsiran yang berbeda terhadap peraturan perUndang-undangan,ataupun adanya perbedaan terhadap rujukan peraturan.
Untuk itu, KI Kalbar memandang perlu untuk melakukan penilaian terhadaptransparansi informasi bagi Badan-Badan Publik tersebut untuk melihat danmengetahui sejau mana kepatuhan Badan Publik Sektor TKHL dalammemberikan pelayanan informasi publik. Dari hasil penilaian serta evaluasitersebut akan diketahui badan publik-badan publik di wilayah ProvinsiKalimantan Barat yang terbuka, lalu disusun pemeringkatan berdasarkankategori tertentu-tertentu.
B. Dasar Pelaksanaan
1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik.
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2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang KeterbukanInformasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar LayananInformasi Publik.
C. Tujuan
Tujuan umum pemeringkatan badan publik Sektor TKHL, adalah:
1. Mengetahui kepatuhan Badan Publik Sektor TKHL dalam menjalankanUndang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik.
2. Mengetahui tingkat keterbukaan Badan Publik sektor Tata Kelola Hutandan Lahan (TKHL) dalam layanan informasipublik
3. Mengetahui kendala-kendala Badan Publik Sektor TKHL dalammelaksanakan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik.

Tujuan khusus pemeringkatan badan publik Sektor TKHL, adalah:
1. Melakukan pemeringkatan kepatuhan Badan Publik Sektor TKHL dalammenjalankan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik.
2. Mendapatkan gambaran keterbukaan informasi Badan Publik SektorTKHL.
3. Mendapatkan gambaran kinerja PPID sebagai bahan perbaikan standarlayanan informasi publik.
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METODOLOGIII
A. Instrumen Penelitian
Penilaian keterbukaan informasi badan publik Sektor TKHL,  instrumentQuesioner Self Assessment (QSA) dan penilaian website resmi badan publik.
1. QSA memuat item pernyataan tentang kewajiban-kewajiban badanpublik yang harus diisi oleh Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi (PPID). Adapun kategori yang termuat dalam QSA meliputikewajiban dan kepatuhan badan publik yang berkaitan dengankelembagaan, kinerja dan kualitas pelayanan informasi.
2. Penyusunan QSA dilakukan oleh komisioner KI Kalbar.
3. Penilaian website badan publik.
4. Penilaian dilakukan website resmi badan publik dengan ekstensi alamatgo.id. Variabel yang dinilai dalam website badan publik meliputi:Informasi terkait badan publik, kegiatan dan kinerja badan publik,laporan keuangan dan informasi lain yang diatur dalam perUndang-undangan.
B. Responden atau Objek Penilaian
Responden dalam penilaian tata kelola informasi badan publik meliputi 20(dua puluh) Badan Publik di Lingkungan Pemerintahan Provinsi KalimantanBarat.
C. Tata Cara Penilaian
Tahap alat pengumpulan data/komponen penilaian bobot nilai keterangan
1. Quesioner Self Assessment 60 %

a. Kuisioner dibuat berdasar standar layanan informasi publik dalamUU KIP dan Perki SLIP.
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b. Badan Publik Sektor TKHL mengisi sendiri atas kuisioner yang sudahdisiapkan.
c. Data self assesment digunakan sebagai informasi awal kondisiBadan Publik, sekaligus sebagai alat kendali untuk melakukanpenilaian tahap berikutnya.

4. Verifikasi Website 40 % :
a. Kuisioner diisi oleh tenaga verifikator KI.
b. Indikator penilain didasarkan pada SLIP.
c. Gabungan nilai Tahap I A dan B digunakan untuk menentukan BPyang akan divisitasi dalam setiap kelompok kategori BP.

5. Visitasi/ Verifikasi BP
a. Visitasi dilakukan terhadap Badan Publik Sektor TKHL di tingkatProvinsi Kalimantan Barat yang mengembalikan dokumen QSA.
b. Visitasi ditekankan untuk melihat bukti-bukti materiil yang sudahdiinformasikan dalam self assessment.
c. Visitasi juga untuk melihat suasana tempat layanan informasi,permohonan, pelayanan, serta inovasi-inovasi yang dilakukan BadanPublik.
d. Skoring saat visitasi: Sesuai skor 2, Tidak Lengkap 1, Tidak Sesuai 0.

6. Penetapan Kategori Peringkat
a. Badan publik Sektor TKHL akan ditetapkan dalam peringkat 1sampai 10 PPID mulai dari skor tertinggi hasil penilaian atas kontenwebsite, kelembagaan, kinerja, dan kualitas pelayanan informasi.
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PENILAIAN TATA KELOLAINFORMASI PUBLIK
III

A. Badan Publik Provinsi
Penilaian tata kelola informasi Sektor TKHL dilakukan dengan melakukanskoring dan pembobotan terhadap kuesioner self assessment dan kontenwebsite.
Penilaian terhadap kuesioner self assessment tidak dapat dilakukan terhadapseluruh Badan Publik Sektor TKHL, sebab hanya 9 (sembilan) Badan Publikyang mengembalikan kuesioner self assessment.
Badan Publik Sektor TKHL yang tidak mengembalikan self kuesioner tidakdapat dinilai tingkat kualitas tata kelola informasi publiknya.
Daftar Badan Publik Sektor TKHL yang dilakukan self assessment adalahsebagai berikut:
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat
2. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi KalimantanBarat
3. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat
4. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
6. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat
7. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi KalimantanBarat
8. Bappeda Provinsi Kalimantan Barat
9. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan HidupProvinsi Kalimantan Barat
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat
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11. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat
12. Kanwil BPN Prov. Kalbar
13. BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
14. PT. Perkebunan Nusantara XIII Provinsi Kalimantan Barat
15. PPID Kabupaten Kubu Raya
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ProvinsiKalimantan Barat
17. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah III ProvinsiKalimantan Barat
18. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalimantan Bara
19. Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) ProvinsiKalimantan Barat
20. Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIII Pontianak
Badan Publik Sektor TKHL yang mengembalikan kuesioner adalah:
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat
2. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat
3. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
5. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat
6. Kanwil BPN Prov. Kalbar
7. PT. Perkebunan Nusantara XIII Provinsi Kalimantan Barat
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ProvinsiKalimantan Barat
9. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah III ProvinsiKalimantan Barat
Badan Publik Sektor TKHL yang tidak dinilai karena tidak mengembalikankuesioner adalah :
1. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat
2. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat
3. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi KalimantanBarat
4. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan HidupProv. Kalimantan Barat
5. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat
6. BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar
7. PPID Kabupaten Kubu Raya
8. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah III Kalimantan Barat
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9. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalimantan Barat
10. Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) ProvinsiKalimantan Barat
11. Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIII Pontianak
B. Penilaian Hasil Website
Penilaian terhadap website Badan Publik Sektor TKHL menggunakan kategorisangat baik, baik, cukup dan kurang. Pada umumnya konten website BadanPublik Sektor TKHL cukup baik dalam menyajikan informasi-informasi terkaitdengan program dan kegiatan. Kelemahan yang mencolok adalah belumtersajinya informasi-informasi berkaitan dengan keuangan.
Diketahui pula bahwa beberapa Badan Publik Sektor TKHL belum memuatmenu PPID dalam website resminya.
Informasi tentang Badan Publik
Terdapat 5 (lima) Badan Publik Sektor TKHL yang masuk kategori sangatbaik dalam memberikan informasi-informasi tentang badan publik yangmeliputi informasi-informasi tentang mengenai kedudukan, domisili, besertaalamat lengkap dan kontak; Informasi mengenai maksud dan tujuan, tugasdan fungsi Badan Publik; Struktur Organisasi beserta profil singkat PejabatStruktural; Informasi tentang gambaran masing-masing satker; danInformasi tentang peraturan,keputusan, dan/atau kebijakan yang dikeluarkanoleh Badan Publik.
Informasi tentang Kegiatan dan Kinerja
Informasi tentang kegiatan dan kinerja adalah penilaian atas konten websiteBadan Publik Sektor TKHL yang meliputi informasi-informasi tentangringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedangdijalankan dan sudah dilakukan dalam lingkup badan publik; agenda pentingterkait pelaksanaan tugas badan publik dan ringkasan laporan aksesInformasi publik.
Berdasarkan konten website tersebut, beberapa Badan Publik masuk dalamkategori baik, selebihnya adalah badan publik yang kurang dalam menyajikaninformasi-informasi tentang ringkasan informasi tentang program dan/ataukegiatan yang sedang dijalankan dan sudah dilakukan dalam lingkup badanpublik; agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik dan ringkasanlaporan akses Informasi publik.
Informasi tentang Laporan Keuangan
Informasi mengenai laporan keuangan adalah informasi terbuka yang wajibdibuka dan atau diinformasikan kepada publik. Informasi laporan keuanganyang dimaksud dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentangStandar Layanan Informasi Publik meliputi Informasi Rencana dan laporanrealisasi anggaran; Informasi Neraca; Informasi Laporan Arus kas dan
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catatan atas laporan keuangan; dan Informasi daftar investasi dan aset(administrasi barang milik negara).
Hampir seluruh Badan Publik Sektor TKHL dikategorikan kurang dalammemberikan informasi laporan keuangan dalam konten website resmi.
C. Penilaian Self Assesment
Penilaian self assessment adalah proses pemberian skoring dan pembobotankuesioner yang dikembalikan Badan Publik Sektor TKHL. Setiap pernyataandalam kuesioner yang menyatakan “tersedia” diberi skor 2, “tidak lengkap”diberi skor 1 dan “tidak tersedia” diberi skor 0. Setiap jumlah skor dalamvariabel tertentu kemudian diberi nilai dengan bobot tertentu. Variabelkelembagaan dan kinerja masing-masing memiliki bobot 40% dan variablepelayanan informasi publik diberi bobot 60%.
Sejumlah Badan Publik Sektor TKHL belum menjalankan sejumlah kewajiban.Seperti misalnya penyediaan meja layanan informasi, melakukan uji konsekuensi,menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Daftar Informasi Publik(DIP) serta belum memiliki website yang terintegrasi dengan PPID.
D. Penilaian Visiting
Visiting atau verifikasi dilakukan terhadap 10 (sepuluh) Badan Publik SektorTKHL  yang mengembalikan  kuesioner. Penilaian visiting adalah prosesverifikasi terhadap kuesioner self assessment. Dalam proses verifikasi initerlihat, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) belumsepenuhnya memahami dan menguasai prinsip-prinsip keterbukaaninformasi. Akibatnya, banyak ditemukan pernyataan-pernyataan yang tidaksesuai dengan kondisi yang ada.
E. Penentuan Peringkat
Peringkat ditentukan berdasarkan hasil penjumlahan nilai visiting dan nilaiwebsite. Maka berdasarkan penjumlahan tersebut, ditetapkan kategori BadanPublik Sektor TKHL yang mendapatkan nilai tertinggi. Bilamana nilai kategorisama, maka nilai website dijadikan penentu.
F. Profil Badan Publik
Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Barat
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat (BPBDKalbar) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakantugas penanggulangan bencana di daerah baik di tingkat provinsi maupunkabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan olehBadan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibentukberdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan SatuanKoordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat provinsidan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkatkabupaten/kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan PresidenNomor 83 Tahun 2005.
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Alamat Kantor BPBD Provinsi Kalimantan Barat adalah di Jalan AdisuciptoNo. 50  Pontianak, Kalimantan  Barat. Nomor telepon 0561-744219 dannomor faksimile 0561-744220 dan 744221. Adapun visinya adalah“Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.” Visi tersebut dijabarkanke dalam tiga buah misinya, yaitu 1) melindungi bangsa dari ancamanbencana melalui pengurangan risiko, 2) membangun sistem penanggulanganbencana yang handal, dan 3) menyelenggarakan penanggulangan bencanasecara terencana, terpadu, terkoordinir, dan menyeluruh. BPBD bekerjadengan semangat motto “Penanggulangan Bencana yang Handal, Terencana,Terpadu, Terkoordinasi, dan Menyeluruh”.
Tugas pokok BPBD Kalbar adalah menentukan perumusan dan penetapankebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi denganbertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta pengkoordinasianpelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadudan menyeluruh (Perda Kalbar No. 7 Tahun 2010).
Fungsinya adalah sebagai berikut.
1. Penetapan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakanpemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencanaterhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahanbencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secaraadil dan setara;
2. Penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraanpenanggulangan bencana berdasarkan peraturan perUndang-undangan;
3. Penyusunan, penetapan, dan informasi peta rawan bencana;
4. Penyusunan, dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahprovinsi dan kabupaten/kota;
6. Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada gubernursetiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisidarurat bencana;
7. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh gubernur berkaitan denganpenanggulangan bencana sesuai peraturan perUndang-undangan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ProvinsiKalimantan Barat
Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi KalimantanBarat (Dinas PUPR Kalbar) terletak di Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak,Kalimantan Barat. Nomor kontak yang bisa dihubungi adalah 0561-732350dan 734635 dengan faksimile nomor 0561-769017.
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Visi Dinas PUPR Kalbar adalah “Terwujudnya pembangunan infrastrukturpekerjaan umum dan pemukiman serta perumahan yang handal, berbudaya,dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang menuju peningkatanpelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat”. Visi tersebutdijabarkan ke dalam misi sebagai berikut, “Mendorong terwujudnyaperumahan yang layak huni dan penyelenggaraan penataan ruang wilayahdan kawasan yang dinamis dan responsif, akomodatif, serasi dan seimbang,transparan, serta legitimate” yang di jabarkan melalui tujuan yang ingindicapai yaitu:
1. Meningkatkan kualitas pengendalian pemanfaatan ruang bagiterwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan serta cakupan pelayanandasar bidang perumahan.
3. Meningkatkan sistem jaringan infrastuktur jalan yang mantap untukmendukung pengembangan wilayah dan kelancaran arus barang dan jasa.
4. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur sumber daya airdalam mendukung ketahanan pangan dengan berdasarkan konservasisumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendaliandaya rusak air.
5. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tatabangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya danmeningkatkan kualitas permukiman serta cakupan pelayanan dasar.
6. Meningkatkan efektivitas dan pelayanan publik di bidang pengujianmutu konstruksi dan lingkungan.
Adapun tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan pemerintah provinsidi bidang pekerjaan umum, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugaspembantuan yang diserahkan oleh gubernur sesuai dengan peraturanperUndang-Undangan yang berlaku. Sementara itu, fungsinya adalah sebagaiberikut ini.
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sumberdaya air, bina marga,cipta karya, serta tata ruang dan pembinaan konstruksi;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidangsumberdaya air, bina marga, cipta karya, serta tata ruang danpembinaan konstruksi sesuai dengan peraturan perUndang-undanganyang berlaku;
3. Pelaksanaan tugas di bidang sumberdaya air, bina marga, cipta karya,serta tata ruang dan pembinaan konstruksi sesuai dengan peraturanperUndang-undangan yang berlaku;
4. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaantugas di bidang sumberdaya air, bina marga, cipta karya, serta tataruang dan pembinaan konstruksi;
5. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi dibidang sumberdaya air, bina marga, cipta karya, serta tata ruang danpembinaan konstruksi;
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6. Pelaksanaan perizinan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
7. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan asset, sertaurusan umum di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum;
8. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnyadi bidang pekerjaan umum yang diserahkan oleh gubernur.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi KalimantanBarat
Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Kalbar)beralamatkan di Jalan Ahmad Yani No. 32 Benua Melayu Darat, PontianakSelatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kode Pos: 78113. Nomor kontakyang bisa dihubungi adalah 0561-730658.
Tugas pokok Bappeda Kalbar adalah melaksanakan penyusunan danpelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah,melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkanoleh gubernur dan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
Adapun fungsinya adalah sebagai berikut ini.
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan sosial budaya,ekonomi, sarana dan prasarana wilayah, serta monitoring evaluasi,dan pengendalian pembangunan daerah;
1. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang sosial budaya, ekonomi, sarana dan prasarana wilayah, sertamonitoring evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah;
2. Pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah padalingkup bidang sosial budaya, ekonomi, sarana dan prasarana wilayah,serta monitoring evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah;
3. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaantugas di bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputibidang sosial budaya, ekonomi, sarana dan prasarana wilayah, sertamonitoring evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah;
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi dibidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang sosialbudaya, ekonomi, sarana dan prasarana wilayah, serta monitoringevaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;
5. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan asset dilingkungan badan;
6. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnyadi bidang pengelolaan kawasan perbatasan, dan kerjasama yangdiserahkan oleh gubernur.
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Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura ProvinsiKalimantan Barat
Kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DTH Kalbar)beralamat di Jl. Alianyang No.17, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, KotaPontianak, Kalimantan Barat, Kode Pos:  78113. Adapun nomor teleponyang dapat dihubungi adalah 0561- 734017. Kantor ini buka dari jam 07.30hingga jam 16.00.
Tugas pokok Distan Kalbar adalah melaksanakan kewenangan provinsi dibidang Pertanian, Tanaman Pangan, Dan Hortikultura serta melaksanaantugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernursesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
Adapun  fungsi Distan Kalbar adalah sebagai berikut.
1. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan dibidang Bina Produksi Tanaman Pangan;
2. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan dibidang Bina Produksi Hortikultura;
3. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan dibidang Pengelolaan Lahan, Air dan Alsintan;
4. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan dibidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Bina ProduksiTanaman Pangan, Bina Produksi Hortikultura, Pengelolaan Lahan, Airdan Alsintan serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sesuaidengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku;
6. Pelaksanaan tugas di bidang Bina Produksi Tanaman Pangan, BinaProduksi Hortikultura, Pengelolaan Lahan, Air dan Alsintan sertaPengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sesuai dengan peraturanperUndang-undangan yang berlaku;
7. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasdi bidang Bina Produksi Tanaman Pangan, Bina Produksi Hortikultura,Pengelolaan Lahan, Air dan Alsintan serta Pengolahan dan PemasaranHasil Pertanian;
8. Pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsidi bidang Bina Produksi Tanaman Pangan, Bina Produksi Hortikultura,Pengelolaan Lahan, Air dan Alsintan serta Pengolahan dan PemasaranHasil Pertanian;
9. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan asset dilingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
10. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya di bidang urusanpertanian yang diserahkan oleh gubernur.
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuProvinsi Kalimantan Barat
DMP-PTSP Prov. Kalbar yang beralamat di Jalan M. Sood No. 1 PontianakTelp (0561) 743491-768002-763690-760441, Fax (0561) 769472, adalahsalah satu perangkat Daerah yang mempunyai tugas memabntu Gubernurmelaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dantugas pembantuan di bidang penanaman modan dan pelayanan terpadusatu pintu sesuai ketentuan perarturan perUndang-Undangan.
Visi Pembangunan Kalimantan Barat 2013 – 2018
adalah : “Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat yang Beriman, Sehat,Cerdas, Aman, Berbudaya dan Sejahtera”.
Misi dari DMP-PTSP Prov. Kalbar adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial,kesehatan, pendidikan, agama, keamanan dan ketertiban melalui sistemkelembagaan manajemen yang efisien dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melaluipeningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan prasaranadan sarana pendidikan serta pemerataan pendidikan
3. Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secaraberkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengantetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfaatan sumberdayaalam.
4. Mengembangkan sumber daya lokal bagi pengembangan ekonomimasyarakat melalui sistem pengelolaan yang profesional, efektif, danefisien serta akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasiyang baik melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik danmendorong masuknya investasi.
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Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat
Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat terletak Jalan Sultan SyahrirNo. 12 Pontianak. PBN memiliki fungsi untuk melaksanakan tugaspemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.
VISI: Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahanuntuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutansistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.
MISI:
Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahanuntuk:
1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber barukemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjanganpendapatan, serta  pemantapan ketahanan pangan.
2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan danbermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan,penggunaan dan  pemanfaatan tanah (P4T).
3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis denganmengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruhtanah air dan  penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaanpertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkaradi kemudian hari.
4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, ke-bangsaan dan kenegaraan In-donesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yangakan  datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip,dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas pokokmelaksanakan urusan pemerintah provinsi di bidang Kehutanan,melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkanoleh Gubernur sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
Fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang penatagunaan dan pemanfaatanhutan, rehabilitasi dan perhutanan sosial, bina produksi hasil hutan,serta perlindungan hutan dan konservasi alam;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidangpenatagunaan dan pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan perhutanansosial, bina produksi hasil hutan, perlindungan hutan dan konservasialam sesuai peraturan perUndang-undangan yang berlaku;
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c. pelaksanaan tugas di bidang penatagunaan dan pemanfaatan hutan,rehabilitasi dan perhutanan sosial, bina produksi hasil hutan,perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai peraturan perUndang-undangan yang berlaku;
d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasdi bidang penatagunaan dan pemanfaatan hutan, rehabilitasi danperhutanan sosial, bina produksi hasil hutan, perlindungan hutan dankonservasi alam;
e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi dipenatagunaan dan pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan perhutanansosial, bina produksi hasil hutan, perlindungan hutan dan konservasialam;
f. pelaksanaan perijinan dan pelayanan umum di bidang kehutanan;
g. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan asset, sertaurusan umum di lingkungan Dinas Kehutanan;
h. pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnyadi bidang kehutanan yang diserahkan oleh Gubernur.
Visi:
Mewujudkan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilanguna menjamin kelestarian sumber daya hutan dan meningkatkankesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
Misi:
1. Melaksanakan pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan,optimalisasi pemanfaatan hutan alam produksi, serta pengembangansistem informasi kehutanan.
2. Melaksanakan peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis,optimalisasi pembangunan hutan tanaman, serta pemberdayaanmasyarakat didalam dan disekitar hutan.
3. Melaksanakan peningkatan pemanfaatan pro-duksi hasil hutan,optimalisasi penerimaan dana bagi hasil sektor kehutanan, sertapengembangan industri primer hasil hutan kayu;
4. Melaksanakan pengamanan dan perlindungan hutan, optimalisasipemanfaatan hutan lindung dan konservasi, serta pengendaliankerusakan sumber daya hutan termasuk kebakaran hutan dan lahan;
5. Melaksanakan peningkatan kapasitas perencanaan pembangunankehutanan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunankehutanan, pelayanan umum dan sumber daya aparatur, sertapenatausahaan keuangan dan asset.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat terletak di JalanSutan Syahrir Nomor 16 Pontianak, Telp (0561) 732521, Fax (0561) 766073.
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Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat adalahsebagai berikut:
1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya PerikananBudidaya.
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya PerikananTangkap.
3. Program Pengelolaan dan Peningkatan Nilai Tambah serta OptimalisasiPengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
4. Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
Yang  menjadi target kinerja adalah dapat mendorong pertumbuhan ekonomipada sektor kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar menjalankan tugas dan fungsinyauntuk tercapainya visi dan misi Gubernur Kalimantan Barat yakni;merumuskan kebijakan teknis dalam pengelolaan di bidang kelautan danperikanan dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakatkelautan dan perikanan Kalimantan Barat dan tetap terjaganya kelestariansumberdaya kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Barat, baik di lautmaupun di perairan umum.
Sasaran program dan kegiatan pembangunan di bidang kelautan danperikanan Prov. Kalbar adalah sebagai berikut:
Sasaran 1:
Meningkatnya produktifitas usaha perikanan budidaya melaluipengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidayaserta terpeliharanya kesehatan ikan dan lingkungan.
Sasaran 2:
Meningkatnya produktifitas usaha perikanan tangkap melalui pengembangandan peningkatan sarana dan prasarana serta pengelolaan sumberdaya ikansecara lestari dan berkelanjutan.
Sasaran 3:
Meningkatnya usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melaluipengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana serta promosikomoditas hasil perikanan secara optimal.
Sasaran 4:
Meningkatnya fungsi ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untukhabitat dan berkembangbiaknya sumberdaya ikan Kalbar dan meningkatnyakesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pencegahanterjadinya tindak kejahatan dan melanggar hukum dibidang kelautan danperikanan.
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PT. Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat
PTPN XIII merupakan BUMN Perkebunan di Wilayah Kalimantan yangmempunyai visi untuk menjadikan perusahaan agribisnis yang sehat,produktif, tumbuh dan berkembang bersama masyarakat secaraberkelanjutan.
Beralamat di Jalan Sultan Abdurrachman No. 11 Pontianak, PTPN XIIImemiliki luas areal kebun kelapa sawit sebesar 113.348 Ha, kebun arealsawit seluas 44.082 Ha, pabrik pengolahan minyak sawit 9 unit, Pabrikkaret remah produksi SIR-20 sebanyak 2 unit, pabrik karet sheet produksiRSS sebanyak 1 unit, rumah sakit type D sebanyak 2 unit, rumah sakitpembantu sebanyak 2 unit, poliklinik sebanyak 8 unit, dengan total karyawan13.702 orang dan produktivitas karyawan 41,52% (data akhir tahun 2011).
Misi PTPN XIII adalah:
1. Mencapai produktifitas kelapa sawit 5,2 ton CPO/Ha dan karet 1,27ton Karet Kering/Ha dengan kualitas baik sehingga menghasilkan GrossProfit Margin minimal 20% pada tahun 2020.
2. Memiliki SDM yang berintegritas dan profesional, dengan perbandinganhektar per orang (land to man ratio) 12:1.
3. Meraih potensi produksi melalui tanaman ulang dengan kualitas standar.
4. Membangun kemitraan bisnis yang saling menguntungkan.
5. Optimalisasi aset untuk memberi nilai tambah.
6. Melaksanakan tata kelola perusahaan dengan prinsip Good CorporateGovernance (GCG).

G. Pelayanan Informasi Badan Publik
Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Barat
Pelayanan informasi publik yang ada di BPBD Kalbar dilakukan melalui me-dia center. Dalam media center tersebut ditampilkan beragam informasipada dinding tentang banyak hal, semisal daerah rawan bencana, hotspot,foto kegiatan, dan lain-lain. Namun, dikarenakan keterbatasan luas ruangan,tidak seluruh informasi ditampilkan. Jika ada pihak-pihak yang berkeinginanuntuk mengakses informasi publik, masyarakat dapat meminta langsungke meja pelayanan yang ada di media center. Berbagai informasi yangdikuasai yang berupa dokumen diarsipkan dan siap untuk disampaikankepada pemohon informasi apabila diperlukan. Baik itu terkait Undang-Undang, peraturan-peraturan maupun pedoman-pedoman.
Kepala badan menyatakan bahwa BPBD sangat mendukung transparansidan siap melakukan perbaikan-perbaikan untuk peningkatan pelayananinformasi kepada masyarakat luas. SOP dan perangkat pelayanan (sepertiform permohonan informasi) telah dimiliki. Namun belum difungsikansepenuhnya. Masyarakat yang membutuhkan informasi tidak harus mengisi
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form yang tersedia tersebut. Apabila masyarakat meminta secara lisan makaakan langsung diberikan.
Permasalahannya, masih terjadi ketidakpahaman tentang informasi-informasiapa saja yang tersedia setiap saat, serta merta, dan yang dikecualikan.BPBD mengakui bahwa seluruh informasi yang ada dapat diakses olehmasyarakat. Namun, tidak selalu informasi yang diminta masyarakat tersediapada BPBD Kalbar.
Permasalahan lainnya dalam pengelolaan informasi di BPBD adalahketerbatasan biaya. Hal ini berakibat pada terbatasnya tenaga pengeloladan pelayanan informasi. Hingga saat ini, pihak yang melakukannya hanyasatu orang. Pegawai bersangkutan pun secara struktural tidak memilikiketerkaitan dalam pengelolaan informasi, yaitu menjabat sebagai penyuluhbencana.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ProvinsiKalimantan Barat
Sekretaris dinas terkesan mengabaikan bahwa kewenangan PPID yangseharusnya melekat pada jabatannya dengan memindahkan kewenangantersebut pada bidang lain, yaitu sub-bagian umum dan aparatur. Hal tersebutpernah didiskusikan dengan sekretaris dinas untuk menjabat sebagai PPID,namun ditolak dan diserahkan ke bidang lain.
Dalam melakukan pelayanan informasi publik, dinas terkait mengontraktenaga yang berasal dari jurnalis dalam pengelolaan informasi publik yangbersifat terbuka (media center). Keberadaan media center awalnyadiperuntukkan dalam melayani wartawan perihal penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di PUPR. Permasalahannya mekanisme pelayanan informasi masihbelum bersandarkan pada ketentuan peraturan perUndang-Undangantentang jenis-jenis informasi yang bersifat terbuka. Bahkan, struktur untukpertanggungjawaban pengelolaan media center pun masih belum jelas.
Dalam pengelolaan website, telah diupayakan pengunggahan berbagaiinformasi secara optimal. Namun demikian, banyak dokumen yang dimilikisecara offline dan tidak dapat ditampilkan melalui website karenaketerbatasan kapasitas pada hosting. Oleh karena itu diperlukan peningkatankapasitas agar informasi yang dikuasai dapat lebih tersampaikan kepadamasyarakat.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi KalimantanBarat
Di awal pertemuan, terjadi kebingungan dari Sekban tentang keharusanbappeda untuk membangun pelayanan informasi publik. Hal ini dikarenakanseluruh informasi yang ada pada bappeda merupakan informasi yangdiproduksi oleh badan-badan publik lainnya. Namun, diakui oleh sekbanbahwa seluruh informasi yang ada dapat diakses oleh masyarakat. Diseminasiinformasi dilakukan melalui website yang dikelola oleh UPT Data (sub unitbappeda).
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Bappeda, secara administratif memiliki perangkat pelayanan informasi,seperti halnya SOP Pelayanan. Namun prakteknya SOP tersebut tidak berjalansepenuhnya. Masih terdapat kebingungan terhadap siapa/bagian apa yangharus memberikan informasi tersebut. Terlebih, ketika bagian yang dianggapmengelola informasi (UPT Data) berada dilantai 4, dan relatif sulit untukdiakses oleh masyarakat.
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura ProvinsiKalimantan Barat
Perangkat untuk pengelolaan dan pelayanan informasi publik sudah cukupcanggih. Badan publik terkait memiliki line internet dengan kecepatan tinggidalam melakukan pengelolaan dan diseminasi informasi. Bahkan, terdapatstudio untuk diseminasi informasi meski hanya dapat digunakan oleh pihaktertentu. Selain itu, pada ruang tunggu terdapat papan pengumuman dig-ital, meskipun sejak akhir 2016 terjadi kerusakan dan tidak dapat digunakan.
Permasalahannya, perangkat yang canggih tersebut tidak secara otomatismengakibatkan tersedianya pengelompokkan informasi yang dapat diaksesoleh masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh terbatasnya jumlah tenaga yangmelakukan pelayanan informasi seperti pengelompokkan, editing, dandiseminasi yang hanya ditangani oleh satu orang. Prinsip yang dijalankandalam pelayanan informasi adalah pelayanan melalui satu pintu, namuntidak berjalan. Akibatnya, bagi masyarakat yang membutuhkan informasitertentu diharuskan langsung menghubungi bidang-bidang yang sesuaidengan informasi yang dibutuhkan.
Upaya untuk memperbaiki pelayanan informasi publik terus dilakukan. Sejak2017, dibentuk seksi data dan informasi. Saat ini (ketika visitasi dilakukan)upaya untuk membentuk SOP pelayanan informasi sedang dilakukan. Disamping itu, paska-sosialisasi yang dilakukan antara JARI-KI, peserta daribadan publik terkait mulai melakukan pembenahan, dan berkonsultasidengan PPID utama dalam hal pelayanan informasi publik.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuProvinsi Kalimantan Barat
Dalam upaya memberikan pelayanan informasi publik, pada dasarnya DMP-PTSP telah memahami keharusan adanya PPID di badan publik dan telahmemiliki ruang khusus untuk pelayanan informasi. Perangkat yang telahdisediakan berupa meja pelayanan informasi, papan informasi, formulir,dan SDM khusus yang menangani permohonan informasi publik. Namun,untuk aksesibilitas terhadap informasi dikantor perlu diperhatikan kembali,sebab beberapa fasilitas layanan informasi yang telah tersedia belumdifungsikan dengan baik seperti papan informasi yang telah tersedia namunposisinya diletakkan di bagian belakang sehingga sulit dijangkau olehmasyarakat; formulir layanan tidak ditata dengan rapi dan dibiarkan berdebu.Namun dari hasil visitasi menunjukkan bahwa ada keinginan badan publikterkait untuk membenahi pelayanan informasinya.
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PT. Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat
Dalam upaya penerapan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik, PTPN XIII masih memberi kesan tertutup dan angker. Halini terlihat saat tim penilai melakukan visitasi ke perusahaan agribisnistersebut, PTPN XIII belum memiliki PPID dan belum ada SDM yang ditunjukuntuk berada di meja informasi.  Pemohon yang akan meminta informasiakan diarahkan ke bagian Humas yang hanya berkaitan dengan surat-menyurat, sementara jika membutuhkan informasi/data mengenai laporankeuangan, perkembangan perusahaan dan lainnya berada pada bidanglainnya. Pelayanan informasi di PTPN XIII masih cenderung diperuntukkanbagi wartawan. Kondisi ini berdampak pada lemahnya pelayanan informasiterhadap masyarakat.
Mekanisme pelayanan baru dapat dilakukan setelah mendapatkan instruksidari atasan, meskipun pada tingkat humas sesungguhnya memilikikeingingan yang tinggi untuk membenahi sistem pelayanan informasi diperusahaan tersebut. Beranjak dari hal tersebut, maka pihak humas PTPNXIII berkeinginan agar KI Kalbar berkenan menyurati pihak pejabat di PTPNuntuk segera membentuk PPID.
Meskipun dalam hal pelayanan informasi secara langsung masih lemah,namun dalam penyediaan informasi di website PTPN XIII isinya cukuplengkap dan senantiasa diperbaharui. Demikian juga dalam pengelolaaninformasinya (pengarsipan) cukup baik dan tertata rapi.
Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat
BPN Prov. Kalbar saat ini sudah memiliki PPID seperti yang diwajibkan olehPeraturan kepala BPN sebagai bagian dari pelayanan informasi publik bagimasyarakat, dimana PPID diletakkan pada bagian Humas yang dijabat olehKabag TU. Namun karena terjadi pergeseran dan perubahan dalam seluruhstruktur di BPN menyebabkan secara kelembagaan PPID belum berfungsimaksimal; walaupun regulasinya sudah ada tetapi belum dikukuhkan. Halini mengakibatkan pelayanan informasi belum bisa dilakukan secaramaksimal.
Perangkat Layanan Informasi secara umum telah tersedia lengkap. Mejainformasi sudah dilengkapi dengan formulir yang tertata rapi danketersediaan SDM yang dikhususkan untuk menerima permohonan informasi.Papan pengumuman tersedia, dan pengarsipan dokumen dilakukan dengancukup baik. Pengelolaan informasi melalui website juga sudah dilakukandan isinya cukup lengkap.
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
Dinas Kehutanan sudah memiliki Struktur organisasi petugas PPID dan sudahmengumumkan informasi publik melalui papan informasi dan websitemeskipun belum lengkap.
Terkait website Dinas Kehutanan sudah memiliki server sendiri yang beradadi kantor untuk pengelolaan informasi dan dokumentasi.
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Untuk pelayanan informasi saat ini meja pelayanan informasi sudah ada.Diproyeksikan pelayanan informasi akan lebih terstruktur.  Sekdis bahkansudah mempersiapkan ruangannya sebagai ruang PPID.
Ketersediaan Informasi Publik sudah dilaksanakan dengan baik di lingkunganDinas Kehutanan, seperti Peraturan, Keputusan, dan atau kebijakan BadanPublik termasuk Surat-surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga juga sudahterdokumentasikan untuk kemudahan akses memperoleh informasi tersebut.
Dinas Kehutanan memiliki Moto Layanan “PASTI” yaitu Profesional, Akurat,Singkat, Tepat dan Ikhlas yang juga diterapkan dalam hal pelayananinformasi.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
Pada saat Tim Penilai melakukan Visitasi, PPID tidak berada dI tempat dantidak ada perwakilan yang ditunjuk untuk menerima tim visitasi sehinggamenimbulkan persepsi bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan tidak ada niatuntuk divisitasi.
H. Peringkat Badan Publik
Peringkat berdasarkan penilaian tertinggi:

No Badan Publik Total Nilai 
1 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Prov. Kalbar 71,80 
2 Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Kalbar 70,70 
3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar 68,90 
4 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalbar 68,10 
5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalbar 67,40 
6 Dinas Kehutanan Prov. Kalbar 65.70 
7 PT. Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat 61,50 
8 Bappeda Prov. Kalbar 60,20 
9 Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar 41,20  
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PENUTUPIV
A. Kesimpulan
1. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu elemen pentingdalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hakpublik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturanperUndang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat pentingkarena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik,penyelenggaraan negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Haksetiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untukmeningkatkan kualitias pelibatan masyarakat dalam proses pengambilankeputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyakberarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.
2. Bahwa untuk mendorong Badan publik Sektor TKHL untuk terbukadan transparan maka diperlukan adanya kegiatan pemeringkatan yangdalam hal ini dilakukan oleh KI Kalbar.
3. Penilaian yang dilakukan oleh KI Kalbar tidak semata-mata untukmenyimpulkan Badan publik mana yang buruk dan mana yang baik.Penilaian ini berfungsi untuk mendorong Badan publik khususnyaPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar menjalankansegala ketentuan yang diatur oleh Undang-undang No. 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik.
B. Saran
1. Upaya untuk mendorong dan mengingat pentingnya kegiatanpemeringkatan Badan publik Sektor TKHL dimana kegiatan ini sangatpenting untuk dilaksanakan 1 tahun sekali untuk menilai apakah semuaBadan publik Sektor TKHL  sudah terbuka dan transparan sesuai yangdiamanatkan oleh Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik.
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2. Untuk metodologi pemeringkatan badan publik tahun depan, dalammelakukan penilaian mandiri atau self assesment setiap badan publikharus melampirkan dokumen atau materi sebagai bukti kesesuaiandengan pengisian baik berupa hard atau sof copy pada saatpengembalian quisioner. Sehingga kegiatan visitasi dilakukan jika adabeberapa badan publik yang memiliki nilai sama.





Lampiran 1.
Kuesioner Self Assesment
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PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK 2017KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARATSelf Assessment QuesionerKategori : Badan Publik (SKPD & Pemerintah)
1. Berikan jawaban terhadap pertanyaan dengan memberikan tanda “X”(silang) pada kotak yang tersedia.
2. Untuk pertanyaan nomor 1 s.d. 7 jika anda menjawab “YA” silahkanmengisi LINK/URL (Uniform Resource Location), sebagai buktiuntuk Tim penilai dalam melakukan Verifikasi website Badan Publikanda.
3. Untuk pertanyaan Nomor 8 s.d. 23, jika anda menjawab “YA” silahkanmengisi Disediakan dalam Bentuk: “Elektronik/Non Elektronik” sebagaibukti untuk Tim penilai dalam melakukan Visitasi ke Badan Publik.
4. Untuk pertanyaan Nomor 24 dan 25, silahkan diisi sesuai denganpermintaan.

 Ya Tdk Ket 

1             

  Informasi yang Berkaitan dengan Profil Badan Publik    
a Apakah Anda mengumumkan informasi terkait alamat lengkap Badan Publik yang telah di update?    
b Apakah Anda mengumumkan informasi terkait visi-misi Badan Publik yang telah di update?    
c Apakah Anda mengumumkan informasi terkait tugas dan fungsi Badan Publik yang telah di update?    
d Apakah Anda mengumumkan informasi terkait struktur organisasi Badan Publik yang telah di update?    
e Apakah Anda mengumumkan informasi terkait tugas dan fungsi satuan kerja atau kantor unit Badan Publik yang telah di update?    

f Apakah Anda mengumumkan informasi terkait profil singkat pimpinan dan/atau pejabat struktural Badan Publik yang telah di update?    

2           

  Informasi Mengenai Kegiatan dan Kinerja Badan Publik di Website    
a Apakah   Anda  mengumumkan  informasi  terkait  dengan  kerangka acuan kerja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Publik Tahun 2016-2017?    

b Apakah Anda mengumumkan Informasi tentang agenda terkait pelaksanaan tugas Badan Publik Tahun 2016-2017?    
c Apakah Anda mengumumkan Informasi layanan publik Tahun 2016?    
d Apakah Anda mengumumkan Informasi tentang penerimaan calon pegawai Tahun 2016-2017?    
e Apakah anda mengumumkan informasi  terkait Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2016?    

3             

  Informasi mengenai Keuangan Badan Publik di Website    
a Apakah Anda mengumumkan  rencana  anggaran Tahun 2017?    
b Apakah Anda mengumumkan laporan realisasi anggaran Tahun 2016?    
c Apakah Anda mengumumkan neraca keuangan Badan Publik  Tahun 2016?    
d Apakah Anda mengumumkan  laporan arus kas Badan Publik dan catatan atas laporan keuangan Tahun 2016 ?    
e Apakah Anda  mengumumkan daftar aset Badan Publik Tahun 2016?    
f Apakah Anda mengumumkan RKA-KL Tahun 2017?    
  Informasi mengenai Akses Informasi Publik    
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4       

  Informasi mengenai Akses Informasi Publik    
a Apakah anda mengumumkan laporan akses informasi 2016 - 2017?    
b Apakah Anda mengumumkan Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik?    
c Apakah Anda mengumumkan tentang tata cara pengajuan keberatan?    

5 Apakah  Anda mengumumkan informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat Badan Publik?    
6 Apakah  Anda mengumumkan informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa Badan Publik 2017 ?    

7     

  Informasi mengenai Regulasi    
a Apakah Anda mengumumkan Daftar Rancangan Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang akan dikeluarkan Badan Publik 2017?    

b Apakah Anda mengumumkan tentang Daftar Peraturan Perundang- undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik 2015 - 2017 ?    
8   Apakah Anda menyediakan Daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik 2017 ?    
9   Apakah  Anda menyediakan informasi tentang peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik?    

10  

Informasi mengenai Keputusan Badan Publik    
a Apakah Anda menyediakan dokumen Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik?    

b Apakah Anda menyediakan dokumen pendukung dari Peraturan Perundang- undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik?    
11   Apakah Anda menyediakan Informasi tentang Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya?    
12   Apakah Anda menyediakan Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik?    
13   

Apakah Anda menyediakan dokumen Surat Menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya?    
14   Apakah Anda menyediakan Informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik?    
15   

Apakah Anda menyediakan Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat?    
16   Apakah Anda menyediakan Informasi tentang PPID Badan Publik?    
17   Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Publik?    
18   Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik?    
19   Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik?    
20   

Apakah Anda menyediakan Informasi Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara di Badan Publik yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi?    
21   Apakah  Anda  menyediakan  meja  layanan  informasi  di Badan Publik ?    
22   Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik    
23   Apakah Anda mengembangkan sistem layanan informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik?    
24   Apakah Anda menyampaikan laporan layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi?    
25   Apakah di badan publik anda sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)    
26   Apakah di Badan Publik anda sudah membuat SOP PPID    
27 
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27   Apakah di Badan Publik anda sudah memiliki daftar informasi publik    
28   Daftar Informasi Publik yang ada di Badan Publik:    
29   Klasifikasi Informasi Publik di Badan Publik:    
30   Daftar Informasi Publik yang dikecualikan:    
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Lampiran 2.
SOP Penyelesaian SengketaInformasi
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A. PENGANTAR
Pada hakikatnya putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan (sukarela)dan dieksekusi (“paksa”) hanya putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Konsekuensi putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut sejatinya adalah adanya kepastianhukum. Bahwa, dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum dalamproses penyelesaian sengketa informasi publik, para pihak diberikan hakhukum untuk mengambil sikap atas putusan ajudikasi nonlitigasi. Hak hukumtersebut diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 (UU KIP)juncto Pasal 60 Perki No. 1 Tahun 2013 (Perki PPSIP) juncto Pasal  3 Perma2 Tahun 2011, yang pada pokoknya dinyatakan apabila pihak-pihak yangbersengketa menerima putusan ajudikasi, maka putusan tersebut dapatdimohonkan penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri (PN) atau PengadilanTata Usana Negara (PTUN).
Putusan ajudikasi Komisi Informasi telah berkekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde) apabila para pihak menerima putusan atau jangka waktu 14(empat belas hari) sejak putusan diterima, para pihak yang keberatan tidakmenempuh upaya hukum, hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 48ayat (1) UU KIP juncto Pasal 60 Perki PPSIP juncto Pasal 4 ayat (2) Perma2 Tahun 2011. Dengan demikian, para pihak wajib mentaati putusanajudikasi. Pada sisi lain, proses penyelesaian sengketa informasi publikdiselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam UU KIP besertaturunannya. Dimulai dari penyelesaian sengketa informasi pada tingkatKomisi Informasi sampai ke Pengadilan. Namun, UU KIP juga memberikanhak hukum kepada para pihak utuk menempuh  upaya hukum pidanasebagaimana yang diatur dalam Pasal 51-57 UU KIP. Pada prinsipnya, upayahukum pidana merupakan pilihan terakhir untuk menyelesaikan sengketainformasi publik. Hal tersebut sesuai dengan asas ultimum remedium. Artinya,seluruh tahapan penyelesaian sengketa informasi harus telah dilalui hinggaputusan sengketa informasi telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini dijelaskanlebih lanjut dalam Surat Edarn Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2012 tentangPenanganan Aduan Tindak Pidana dalam UU KIP, tertanggal 15 Maret 2012.
B.  DASAR HUKUM
1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana telah diubahdan ditambah, dengan Perubahan Keempat Tahun 2002;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umumdan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum;
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Undang-Undang Nomor  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
6. Undang-Undang Nomor  22 Tahun 2004 tentang KomisiYudisial danUndang-Undang Nomor  18 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik;
8. Undang-Undang Nomor  37 Tahun  2008  tentang Ombudsman RepublikIndonesia;
9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
10. Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD danDPRD;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor  48 Tahun 2016 tentang Tata CaraPengenaan Sanksi Administratif  kepada Pejabat Pemerintahan
13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata CaraPenyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang StandarLayanan Informasi Publik;
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang ProsedurPenyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
16. Surat Edaran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2012 tentangPenanganan Aduan Tindak Pidana dalam UU KIP.

C.  DEFINISI
1. Putusan Komisi Informasi adalah putusan mediasi dan putusan ajudikasinon litigasi yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi terkait sengketaantara Badan Publik dan Pemohon Informasi Publik sebagaimanadimaksud dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
2. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankanUU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknisstandar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasipublik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda
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yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupunpenjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikandalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembanganteknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
4. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitandengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ataupenyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuaidengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sertainformasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
5. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukumIndonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimanadiatur dalam UU KIP.
6. Badan Publik adalah Badan Publik Negara dan Badan Publik selain BadanPublik Negara.
7. Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, danbadan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananyabersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atauanggaran pendapatan dan belanja daerah.
8. Badan Publik selain Badan Publik Negara adalah BUMN, BUMD,organisasi non pemerintah dan partai politik yang sebagai atau seluruhdananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negaradan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbanganmasyarakat, dan/atau luar negeri.
9. Sengketa informasi Publik adalah Sengketa yang terjadi antara BadanPublik dengan Pemohon Informasi Publik dan atau Pengguna InformasiPublik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakanInformasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
D. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
1. Pihak-pihak yang bersengketa:

a. Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yangmengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi (Pasal 1 ayat(7) UU No.14 Tahun 2008).
b. Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan BadanPublik, atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambilKeputusan dalam penyelesaian sengketa informasi di KomisiInformasi (Pasal 1 ayat (8) UU No.14 Tahun 2008).

2. Alasan pengajuan penyelesaian sengketa:
a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yangdiberikan oleh atasan PPID; atau
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b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telahdiajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.
3. Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah muncul alasan pengajuan sengketa.
4. Penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dilakukan dengan duabentuk, yaitu  mediasi dan ajudikasi non litigasi.
5. Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antarapara pihak di dalam persidangan yang diputus oleh Komisi Informasi.
6. Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara parapihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
7. Sengketa karena alasan permohonan informasi ditolak berdasarkan alasanpengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP (dianggaprahasia/ dikecualikan) langsung diproses melalui tahapan Ajudikasi.
8. Sengketa karena alasan tidak disediakannya informasi berkalasebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU KIP, tidak ditanggapinyapermintaan informasi, permintaan informasi ditanggapi tidaksebagaimana yang diminta, tidak dipenuhinya permintaan informasi,pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau penyampaian informasiyang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang KIP harusmelalui tahapan Mediasi terlebih dahulu.
9. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasioleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasidinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihakyang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketamenarik diri dari perundingan.
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10. Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasibersifat final dan mengikat (Pasal 39 UU KIP).
11. Dalam hal salah satu atau para pihak tidak mengajukan keberatan kePengadilan, maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap.
12. Secara sederhana alur pemeriksaan dan tahapan sengketainformasi publik di Komisi Informasi dapat terlihat pada skema ALURPENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.
E. Pelaksanaan Hasil Putusan Sengketa Informasi diKomisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat
1. Para Pihak usai memperoleh putusan Komisi Informasi dapatmengajukan keberatan dalam tenggang waktu 14 hari kerja sejaksalinan putusan diterima, diajukan kepada:

a. PTUN, jika Termohon adalah Badan Publik Negara; dan
b. PN, jika Termohon adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara.

2. Dalam hal salah satu atau para pihak tidak mengajukan keberatan,maka putuan Komisi Informasi sudah berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde).
3. Pelaksanaan hasil putusan dapat terjadi jika:

a. Putusan Sengketa Informasi sudah berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde);
b. Dijalankan dengan sukarela;
c. Putusan bersifat Condemnatoir;
d. Eksekusi atas perintah Pimpinan Ketua Pengadilan; dan
e. Eksekusi atas perintah diawasi PTUN.

4. Putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde) dilaksanakan secara sukarela.
5. Terhadap putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukumtetap (inkracht van gewijsde), namun belum dilaksanakan, setelahberkoordinasi dengan Komisi Informasi, pemohon dapat:

a. Menyampaikan kepada:
1) Organisasi media massa untuk dipublikasikan dalam bentukberita;
2) Ombudsman untuk memberikan surat teguran sebagai bagianmal-administrasi;
3) DPRD untuk segera membentuk Pansus dan dapat memanggilpara pihak, sebagai bagian pengawasan Dewan;
4) Komnas HAM untuk diberikan rekomendasi sebagai bagianpemenuhan hak-hak asasi para pihak;
5) Komisi Yudisial untuk koordinatif sebagai bagian pengawasanhasil putusan;

b. Melaporkan kepada pihak Kepolisian setempat untuk pemenuhan
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delik pidana sebagaimana pasal 52 UU KIP;
6. Penyampaian permohonan kepada Organisasi media massa, Ombuds-man, DPRD, Komnas HAM, Komisi Yudisial dan melaporkan kepadaKepolisian setempat dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerjasetelah pemohon menerima salinan putusan Komisi Informasi, denganmelampirkan:

a. Surat Kuasa dan Kartu Advokat apabila memakai Kuasa Hukum;
b. Salinan putusan resmi Komisi Informasi;
c. Surat keterangan yang menyatakan putusan telah berkekuatanhukum tetap (inkracht van gewijsde);

7. Putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde)  dapat dimintakan penetapan pelaksanaan putusankepada Ketua Pengadilan yang berwenang oleh Pemohon.
8. Secara sederhana alur pelaksanaan  hasil putusan sengketa informasidi Komisi Informasi tergambarkan pada skema ALUR PELAKSANAANHASIL PUTUSAN SENGKETA INFORMASI
9. Secara sederhana standar alur kegiatan pelaksanaan hasil putusansengketa informasi di Komisi Informasi tergambarkan pada skemaSTANDAR ALUR KEGIATAN PELAKSANAAN HASIL PUTUSAN SENGKETAINFORMASI
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Lampiran 3.
SURAT EDARAN TENTANGINFORMASI PUBLIK YANGTERBUKA DAN WAJIBDISEDIAKAN BADAN PUBLIK
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KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Menimbang bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisienmerupakan bagian dari komitmen badan publik dalam rangka reformasibirokrasi;
2. Menimbang bahwa setelah diterbitkan peraturan perundang–undanganyang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi publik, yaituUndang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik (UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) harus dijadikanpetunjuk pelayanan informasi di seluruh badan publik;
3. Menimbang bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayananinformasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalamperaturan perundang–undangan diperlukan petunjuk pelayanan informasipublik tentang Dokumen Hak Guna Usaha sebagai Informasi Publik yangTerbuka dan Wajib Disediakan Setiap Saat oleh Badan Publik;
4. Mengingat tidak ada undang-undang yang menyatakan bahwa dokumenHak Guna Usaha (HGU) adalah informasi yang dikecualikan;
5. Mengingat UU KIP, Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa informasipublik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkanmekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa di KomisiInformasi dan/atau pengadilan dinyatakan sebagai informasi publik yangdapat diakses oleh pengguna informasi publik;

SURAT EDARANNomor: 01/SE-KIKALBAR/08/2017
TENTANG

DOKUMEN HAK GUNA USAHA SEBAGAI INFORMASI PUBLIKYANG TERBUKA DAN WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT OLEHBADAN PUBLIK

Pontianak,    Agustus 2017
Yang Terhormat1. Pimpinan Badan Publik di WilayahProvinsi Kalimantan Barat2. Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi (PPID)di - Wilayah Provinsi Kalimantan Barat
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6. Mengingat UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwaKomisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayananinformasi publik;
7. Mengingat Perki SLIP, Pasal 13 ayat (1) huruf g, setiap badan publikwajib menyediakan informasi publik setiap saat yang sekurang–kurangnya terdiri atas syarat–syarat perizinan, izin yang diterbitkan,dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporanpenataan izin yang diberikan wajib tersedia setiap saat;
8. Memperhatikan beberapa yurisprudensi berikut ini:

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 674 K/TUN/2015 antara WahanaLingkungan Hidup Bengkulu dengan Kakanwil BPN Bengkulu;
b. Putusan Mahkamah Agung  Nomor 121 K/TUN/2017 Antara ForestWatch Indonesia dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI;
c. Putusan KI Pusat Nomor 057/XII/KIP-PS-M-A/2015 antaraForest Watch Indonesia dengan Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional RI;
d. Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor 008/IV/KIKALBAR-PS-M-A/2016, Nomor 010/IV/KIKALBAR-PS-M-A/2016, Nomor 012/IV/KI-KALBAR-PS-M/2016, dan Nomor 005/03/KIKALBAR-PS-M-A/2017.

9. Memperhatikan hal-hal di atas, Komisi Informasi Provinsi KalimantanBarat menyatakan bahwa informasi berkenaan dengan dokumen HGUdengan semua rinciannya merupakan informasi terbuka dan wajibdisediakan oleh Badan Publik, antara lain dan tidak terbatas pada:
a. Daftar HGU, yang berisi nama pemegang HGU, tempat/lokasi, luas,komoditi, titik koordinat dan peta HGU;
b. Dokumen HGU yang terdiri dari surat keputusan pemberian HGU,sertifikat HGU, dan surat ukur.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dijadikanpetunjuk dalam pelayanan informasi publik. Apabila di kemudian hariditemukan kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth:1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat
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SURAT EDARANNomor: 02/SE-KIKALBAR/08/2017
TENTANG

DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGANSEBAGAI INFORMASI PUBLIK YANG TERBUKA DAN WAJIBDISEDIAKAN SETIAP SAAT OLEH BADAN PUBLIK
1. Menimbang bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisienmerupakan bagian dari komitmen badan publik dalam rangka reformasibirokrasi;
2. Menimbang bahwa setelah diterbitkan peraturan perundang–undanganyang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi publik, yaituUndang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik (UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) harus dijadikanpetunjuk pelayanan informasi di seluruh badan publik;
3. Menimbang bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayananinformasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalamperaturan perundang–undangan diperlukan petunjuk pelayananinformasi publik tentang Dokumen Analisis Mengenai DampakLingkungan Sebagai Informasi Publik yang Terbuka dan WajibDisediakan Setiap Saat oleh Badan Publik;
4. Mengingat tidak ada undang-undang yang menyatakan bahwa dokumenAnalisis Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah informasi yangdikecualikan;
5. Mengingat UU KIP Pasal 26 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwaKomisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayananinformasi publik;

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Pontianak,    Agustus 2017
Yang Terhormat1. Pimpinan Badan Publik di WilayahProvinsi Kalimantan Barat2. Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi (PPID)di - Wilayah Provinsi Kalimantan Barat
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6. Mengingat UU KIP Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa informasipublik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkanmekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa di KomisiInformasi dan/atau pengadilan, dinyatakan sebagai informasi publikyang dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
7. Memperhatikan beberapa yurisprudensi:
a. Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor 013/IV/KIKALBAR-PS-M/2016;
b. Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 0013/REG-PSI/VIII/2014 yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakanbahwa dokumen AMDAL merupakan dokumen terbuka dan disediakansetiap saat kepada publik.
8. Memperhatikan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RepublikIndonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman KeterlibatanMasyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan IzinLingkungan;
9. Memperhatikan hal-hal di atas, Komisi Informasi Provinsi KalimantanBarat menyatakan bahwa dokumen AMDAL dengan semua rinciannya,termasuk kerangka acuan AMDAL merupakan informasi terbuka danwajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik.
Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dijadikanpetunjuk dalam pelayanan informasi publik. Apabila di kemudian hariditemukan kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth:1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat
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SURAT EDARANNomor: 03/SE-KIKALBAR/08/2017
TENTANG

DOKUMEN IZIN LINGKUNGAN, IZIN LOKASI, IZIN USAHAPERKEBUNAN, DAN IZIN SEKTOR KEHUTANAN SEBAGAIINFORMASI PUBLIK YANG TERBUKA DAN WAJIB DISEDIAKANSETIAP SAAT OLEH BADAN PUBLIK
1. Menimbang bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisienmerupakan bagian dari komitmen badan publik dalam rangka reformasibirokrasi;
2. Menimbang bahwa setelah diterbitkan peraturan perundang–undanganyang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi publik, yaituUndang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik (UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) harus dijadikanpetunjuk pelayanan informasi di seluruh badan publik;
3. Menimbang bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayananinformasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalamperaturan perundang–undangan diperlukan petunjuk pelayananinformasi publik tentang Dokumen Izin Lingkungan, Izin Lokasi, IzinUsaha Perkebunan, dan Izin Sektor Kehutanan sebagai Informasi Publikyang Terbuka dan Wajib disediakan Setiap Saat oleh Badan Publik;
4. Mengingat tidak ada undang-undang yang menyatakan bahwa dokumenIzin Lingkungan, Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan, dan Izin SektorKehutanan adalah informasi yang dikecualikan;

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Pontianak,    Agustus 2017
Yang Terhormat1. Pimpinan Badan Publik di WilayahProvinsi Kalimantan Barat2. Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi (PPID)di - Wilayah Provinsi Kalimantan Barat
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5. Mengingat UU KIP Pasal 26 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwaKomisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayananinformasi publik;
6. Mengingat UU KIP Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa informasipublik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkanmekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa di KomisiInformasi dan/atau pengadilan, dinyatakan sebagai informasi publikyang dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
7. Mengingat Pasal 13 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Informasi Nomor1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yangmenyatakan bahwa syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataanizin yang diberikan merupakan informasi publik yang wajib tersediasetiap saat;
8. Memperhatikan beberapa yurisprudensi

a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kalimantan Barat No. 01/G/KI/2016/PTUN.PTK
b. Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 1369/XII/KIP-PS-M-A/2014yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwadokumen IUPHHK, RKU, RKT, RPBBI, dan IPK merupakan dokumenterbuka dan disediakan setiap saat kepada publik, kecuali padabagian yang memuat mengenai sistem silvikultur, analisis finansialkeuangan perusahaan, dan perhitungan biaya pembangunan hutantanaman pada IUPHHK-HT;
c. Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor 013/IV/KIKALBAR-PS-M/2016, 014/V/KIKALBAR-PS-M-A/2016.

9. Memperhatikan hal-hal di atas, Komisi Informasi Provinsi KalimantanBarat menyatakan bahwa dokumen Izin Lingkungan, Izin Lokasi, IzinUsaha Perkebunan, dan Izin Sektor Kehutanan yakni:
a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam(IUPHHK-HA);
b. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan TanamanIndustri (IUPHHK-HTI);
c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem(IUPHHK-RE);
d. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
e. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengankapasitas < 6.000 m3/tahun; dan
f. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
g. merupakan informasi terbuka dan wajib disediakan setiap saat olehBadan Publik.
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Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dijadikanpetunjuk dalam pelayanan informasi publik. Apabila di kemudian hariditemukan kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth:1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat
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SURAT EDARANNomor: 04/SE-KIKALBAR/08/2017
TENTANG

INFORMASI STATUS TANAHSEBAGAI INFORMASI PUBLIK YANG TERBUKA DAN WAJIBDISEDIAKAN SETIAP SAAT OLEH BADAN PUBLIK

1. Menimbang bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisienmerupakan bagian dari komitmen badan publik dalam rangka reformasibirokrasi;
2. Menimbang bahwa setelah diterbitkan peraturan perundang–undanganyang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi publik, yaituUndang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik (UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) harus dijadikanpetunjuk pelayanan informasi di seluruh badan publik;
3. Menimbang bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayananinformasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalamperaturan perundang–undangan diperlukan petunjuk pelayananinformasi publik tentang Informasi Status Tanah Sebagai InformasiPublik yang Terbuka dan Wajib disediakan Setiap Saat oleh Badan Publik;
4. Mengingat tidak ada undang-undang yang menyatakan informasi sta-tus tanah adalah informasi yang dikecualikan;
5. Mengingat UU KIP Pasal 26 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwaKomisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayananinformasi publik;

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Pontianak,    Agustus 2017
Yang Terhormat1. Pimpinan Badan Publik di WilayahProvinsi Kalimantan Barat2. Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi (PPID)di - Wilayah Provinsi Kalimantan Barat
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6. Mengingat UU KIP Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa informasipublik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkanmekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa di KomisiInformasi dan/atau pengadilan, dinyatakan sebagai informasi publikyang dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
7. Memperhatikan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan BaratNomor 015/VII/KIKALBAR-PS-M/2016, 020/XI/KIKALBAR-PS-M-A/2016,002/II/KI-KALBAR-PS-M/2017, dan 003/02/KIKALBAR-PS-M/2017
8. Memperhatikan hal-hal di atas, Komisi Informasi Provinsi KalimantanBarat menyatakan bahwa informasi status tanah merupakan informasiterbuka dan wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik.
Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dijadikanpetunjuk dalam pelayanan informasi publik. Apabila di kemudian hariditemukan kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth:1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat
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SURAT EDARANNomor: 05/SE-KIKALBAR/08/2017
TENTANG

DOKUMEN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN, RENCANAPEMANTAUAN LINGKUNGAN, RENCANA KERJA USAHA,RENCANA KERJA TAHUNAN, BAGAN KERJA TAHUNAN, RENCANAPEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI, SEBAGAI INFORMASIPUBLIK YANG TERBUKA DAN WAJIB  DISEDIAKAN SETIAP SAATOLEH BADAN PUBLIK
1. Menimbang bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisienmerupakan bagian dari komitmen badan publik dalam rangka reformasibirokrasi;
2. Menimbang bahwa setelah diterbitkan peraturan perundang–undanganyang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi publik, yaituUndang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik (UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) harus dijadikanpetunjuk pelayanan informasi di seluruh badan publik;
3. Menimbang bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayananinformasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalamperaturan perundang–undangan diperlukan petunjuk pelayananinformasi publik tentang Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan,Rencana Pemantauan Lingkungan, Rencana Kerja Usaha, Rencana KerjaTahunan, Bagan Kerja Tahunan, Rencana Pemenuhan Bahan BakuIndustri Sebagai Informasi Publik yang Terbuka dan Wajib disediakanSetiap Saat oleh Badan Publik;

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Pontianak,    Agustus 2017
Yang Terhormat1. Pimpinan Badan Publik di WilayahProvinsi Kalimantan Barat2. Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi (PPID)di - Wilayah Provinsi Kalimantan Barat
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4. Mengingat tidak ada undang-undang yang menyatakan DokumenRencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana PemantauanLingkungan (RPL), Rencana Kerja Usaha (RKU), Rencana Kerja Tahunan(RKT), Bagan Kerja Tahunan (BKT), Rencana Pemenuhan Bahan BakuIndustri (RPBBI) adalah informasi yang dikecualikan;
5. Mengingat Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwaKomisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayananinformasi publik;
6. Mengingat Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwainformasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakatberdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa diKomisi Informasi dan/atau pengadilan, dinyatakan sebagai informasipublik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
7. Memperhatikan beberapa yurisprudensi

a. Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 1369/XII/KIP-PS-M-A/2014yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwadokumen IUPHHK, RKU, RKT, RPBBI, dan IPK merupakan dokumenterbuka dan disediakan setiap saat kepada publik, kecuali padabagian yang memuat mengenai sistem silvikultur, analisis finansialkeuangan perusahaan, dan perhitungan biaya pembangunan hutantanaman pada IUPHHK-HT;
b. Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor 013/IV/KIKALBAR-PS-M/2016.

8. Memperhatikan hal-hal di atas, Komisi Informasi Provinsi KalimantanBarat menyatakan bahwa Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan(RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), Rencana Kerja Usaha(RKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Bagan Kerja Tahunan (BKT),Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) merupakan informasiterbuka dan wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik, kecualipada bagian yang dikecualikan yaitu terkait sistem silvikultur, analisisfinansial keuangan perusahaan, dan perhitungan biaya pembangunanhutan tanaman pada IUPHHK-HT.
Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dijadikanpetunjuk dalam pelayanan informasi publik. Apabila dikemudian hariditemukan kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

xxxv



Tembusan disampaikan kepada Yth:1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat
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SURAT EDARANNomor: 06/SE-KIKALBAR/08/2017
TENTANG

DOKUMEN PELEPASAN DAN PENETAPAN KAWASAN HUTANSEBAGAI INFORMASI PUBLIK YANG TERBUKA DAN WAJIBDISEDIAKAN SETIAP SAAT OLEH BADAN PUBLIK
1. Menimbang bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisienmerupakan bagian dari komitmen badan publik dalam rangka reformasibirokrasi;
2. Menimbang bahwa setelah diterbitkan peraturan perundang–undanganyang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi publik, yaituUndang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik (UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) harus dijadikanpetunjuk pelayanan informasi di seluruh badan publik;
3. Menimbang bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayananinformasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalamperaturan perundang–undangan diperlukan petunjuk pelayananinformasi publik tentang Dokumen Pelepasan dan Penetapan KawasanHutan Sebagai Informasi Publik yang Terbuka dan Wajib  disediakanSetiap Saat oleh Badan Publik;
4. Mengingat tidak ada undang-undang yang menyatakan DokumenPelepasan dan Penetapan Kawasan Hutan adalah informasi yangdikecualikan;
5. Mengingat UU KIP Pasal 26 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwaKomisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Pontianak,    Agustus 2017
Yang Terhormat1. Pimpinan Badan Publik di WilayahProvinsi Kalimantan Barat2. Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi (PPID)di - Wilayah Provinsi Kalimantan Barat
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informasi publik;
6. Mengingat UU KIP Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa informasipublik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkanmekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa di KomisiInformasi dan/atau pengadilan, dinyatakan sebagai informasi publikyang dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
7. Memperhatikan yurisprudensi Putusan Komisi Informasi ProvinsiKalimantan Barat Nomor 011/IV/KIKALBAR-PS-M/2016;
8. Memperhatikan hal-hal di atas, Komisi Informasi Provinsi KalimantanBarat menyatakan bahwa Dokumen Pelepasan dan Penetapan KawasanHutan merupakan informasi terbuka dan wajib disediakan setiap saatoleh Badan Publik.
Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dijadikanpetunjuk dalam pelayanan informasi publik. Apabila di kemudian hariditemukan kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth:1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat
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